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Hal : Pelaksanaan Pelatihan Teknis Pemanfaatan Artificial Intelligence (Al) di Pemerintahan

Pola BIP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

Yth. Terlampir
di
Tempat

Dalam rangka pelaksanaan program pengembangan kompetensi bagi ASN di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah
akan menyelenggarakan Pelatihan Teknis Pemanfaatan Artificial Intelligence (Al) di
Pemerintahan Pola BIP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 pada tanggal 20 s.d. 28 Oktober
2026 dengan metode blended learning sebagaimana ketentuan pelaksanaan terlampir;

2. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon berkenan untuk dapat menyampaikan informasi tersebut
kepada perangkat daerah masing-masing dan berkenan menugaskan ASN (sebagaimana
persyaratan terlampir) guna mengikuti pelatihan dimaksud,;

3. Informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Lilik Budi Irwanto (HP/ WA 0857 -
1377-7327) atau Sdr. Prima Mahardika Putra (HP/WA 0857-1280-2100).

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah

Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP 197607302001122003
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Lampiran I

Surat Gubernur Jawa Tengah

Tanggal : 17 September 2026

Nomor :S/800.2.4.2/1189/2026

Hal : Penyelenggaraan Pelatihan Teknis
Pemanfaatan Artificial Intelligence (Al) di
Pemerintahan Pola BIP Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2026

KETENTUAN PELAKSANAAN
PELATIHAN TEKNIS PEMANFAATAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (Al)
DI PEMERINTAHAN POLA BIP PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (Al) telah membawa perubahan besar dalam
berbagai aspek kehidupan, termasuk tata kelola pemerintahan. Al mampu meningkatkan efisiensi,
akurasi, dan kualitas pelayanan publik melalui otomatisasi proses administrasi, analisis data yang
lebih cepat, serta pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy). Dalam konteks
reformasi birokrasi dan transformasi digital, pemerintah dituntut untuk mampu mengintegrasikan
teknologi Al dalam berbagai lini pelayanan, mulai dari pengelolaan data kependudukan, keuangan
daerah, hingga perencanaan pembangunan yang adaptif dan responsif.

Namun, kesiapan aparatur dalam memahami dan memanfaatkan teknologi Al masih menjadi
tantangan utama. Banyak ASN yang belum familiar dengan konsep, peluang, dan risiko penerapan
Al di lingkungan kerja pemerintahan. Oleh karena itu, pelaksanaan Pelatihan Teknis Pemanfaatan
Artificial Intelligence di Pemerintahan Pola BIP menjadi langkah strategis untuk meningkatkan
kompetensi aparatur dalam era digital. Melalui pelatihan ini, diharapkan peserta mampu mengenali
potensi penerapan Al sesuai kebutuhan instansi, memanfaatkan berbagai aplikasi Al pendukung
produktivitas, serta turut berperan dalam mewujudkan birokrasi yang inovatif, adaptif, dan berbasis

data.

2. Maksud dan Tujuan
a. Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi bagi setiap ASN dalam pemanfaatan
Artificial Intelligence (Al) guna mendukung tugas dan kebutuhan pekerjaan sehari-hari dalam
menunjang pencapaian tujuan organisasi.
b. Melalui pelatihan ini, peserta akan memperoleh wawasan teoritis serta praktis mengenai konsep
Artificial Intelligence, penerapan Artificial Intelligence, serta etika penggunaan Artificial

Intelligence.

3. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Pelatihan Teknis Pemanfaatan Al di Pemerintahan Pola BIP Provinsi Jawa Tengah Tahun
2026 dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kerja, yaitu pada tanggal 20 — 28 Oktober 2026 secara
blended-learning, bertempat di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.
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4. Kurikulum Pelatihan
Jumlah kurikulum Pelatihan Teknis Pemanfaatan Al di Pemerintahan Pola BIP Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2026 yaitu 48 JP dengan rincian sebagai berikut :

NO MATERI JP PEMATERI

A. | MATERI UMUM 4

1 | Kebijakan Digitalisasi Layanan Pemerintahan 2 | Kepala Diskomdigi Prov. Jateng

. Kepala BLSDM Komdigi

2 | Peluang dan Tantangan Penguasaan Al bagi ASN 2 Yogyakarta

B. | MATERI POKOK 32

1 | Konsep Dasar Artificial Intelligence 4 | BLSDM Komdigi Yogyakarta
2 | Etika dan Keamanan Data dalam Al 4 | BLSDM Komdigi Yogyakarta
3 | Penerapan Al di Pemerintahan Pola BIP 18 | BLSDM Komdigi Yogyakarta
4 | Praktek: Mini Project Al for ASN 6 | BLSDM Komdigi Yogyakarta
C. | MATERI PENUNJANG 12

1 | Pengarahan Program 1 | BPSDMD Prov. Jateng

2 | Pendidikan Anti Korupsi 2 | BPSDMD Prov. Jateng

3 | ASN BerAKHLAK 2 | BPSDMD Prov. Jateng

4 | Pre Test dan Post Test 2 | BPSDMD Prov. Jateng

5 | Seminar / Pemaparan 4 | Tim Penguiji

6 | Evaluasi Penyelenggaraan dan Tenaga Pengajar 1 | BPSDMD Prov. Jateng

TOTAL JP 48

5. Jadwal Pelaksanaan
Pelatihan Teknis Pemanfaatan Al di Pemerintahan Pola BIP (Pola BIP) Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2026 menggunakan metode blended-learning selama 7 (tujuh) hari kerja, yang terdiri dari 4
(empat) hari pembelajaran secara daring/online, 3 (tiga) hari secara luring/ klasikal. Pembelajaran
secara daring / online di Instansi masing-masing atau di tempat lainnya menggunakan komputer /
laptop atau gawai / smartphone, sedangkan pembelajaran klasikal bertempat di BPSDMD Provinsi

Jawa Tengah. Adapun alokasi waktu pembelajaran adalah sebagai berikut :

No | Hari ke Pukul Materi Keterangan
* Upacara Pembukaan

! ! 08.00 - 15.00 * Penyampaian Materi Umum Pembelajaran Daring
* Penyampaian Materi Pokok 1-3 via ZOOM

2 2-4 08.00 - 15.00 + Penyampaian Materi Penunjang 2-3

» Praktik Pemanfaatan Al

3 5-6 08.00 - selesai

» Penyusunan Mini Project Al Pembelajaran Klasikal
* Seminar di BPSDMD Prov.
4 7 08.00 - selesai + Evaluasi Jateng

+ Upacara Penutupan

6. Peserta
a. Target jumlah peserta yaitu 40 (empat puluh) orang;
b. Sasaran peserta pelatihan adalah ASN (PNS maupun PPPK) di lingkungan Pemerintah
Kabupaten/ Kota di Jateng/ Instansi lainnya di instansinya masing — masing;
c. Peserta berusia maksimal 50 tahun pada saat mengikuti kegiatan pelatihan ini;

d. Memahami dasar penggunaan tools Al seperti chatgpt, gemini, claude, kling Al, dll.
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7. Pembiayaan
Biaya penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan pada APBD BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2026 dengan Pola Biaya Instansi Pengirim (BIP). Adapun biaya kontribusi
mengikuti pelatihan ditetapkan sebesar Rp 2.500.000,- per peserta (di luar biaya perjalanan dinas

peserta).

8. Pendaftaran Peserta

Pendaftaran Online peserta maksimal tanggal 15 Oktober 2026 dengan mengisi biodata

peserta dan menyiapkan persyaratan dokumen yang meliputi :

a. Surat Perintah Tugas
b. Perjanjian Kerjasama (PKS) sebagai pernyataan Komitmen Pimpinan (format dapat diunduh
pada tautan https://s.id/PKS_BIP)*

c. Pas Foto (background merah, atasan putih, berdasi panjang untuk laki-laki/ dasi kupu-kupu
untuk perempuan, mengenakan pin dan papan nama)

ke website SIMAPANSDM dengan link alamat di https://s.id/daftarAl-BIP26.

* Catatan :

1) Dokumen PKS dipersyaratkan sebagai wujud pernyataan kesepakatan dan komitmen pimpinan
OPD/Instansi dalam pengiriman peserta pelatihan;

2) Apabila instansi mengirim lebih dari 1 orang peserta, maka cukup membuat 1 (satu) dokumen PKS
untuk semua peserta;

3) Dokumen PKS dicetak 2 kali, ditandatangani serta diberi cap. Salah satu Dokumen wajib ditandatangani
dengan dibubuhkan bermaterai Rp 10.000 oleh pimpinan OPD/instansi pengirim.

4) Dokumen PKS mohon dikirimkan secara fisik kepada panitia dengan alamat:
Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis BPSDMD Provinsi Jawa Tengah JI. Setiabudi 201A,
Srondol, Banyumanik, Semarang — 50263

5) Apabila pembayaran telah dilakukan, mohon bukti transfer dapat dikirimkan langsung kepada
Bendahara Penerimaan, Ibu Ekawati (0821-3521-2600).

6) Mohon bukti transfer dilengkapi dengan keterangan instansi pengirim/ pembayar dan jenis pelatihan

yang dibayarkan guna memudahkan proses verifikasi dan pencatatan pembayaran.
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